LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH |
© TINGKAT .1l MAJALENGKA -

NOMOR : 8  TAHUN : 1998 SERI : D

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il MAJALENGKA

NOMOR = 15 TAHUN - 1998
TENTANGSG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Manimbang =

a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten‘

Daerah Tingkat II Majalengka Nemor 14 Tahun
1998 telah dibentuk Dinas Tata  Ruang
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka §
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bahwa sebagai pelaksanaan Pasal & Peraturan
Daerah sebagaimana tersebut pada hurup a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tabupaten Daerah Tingkat II Ma jalengka
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata
Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengkags

Mengingat =

1.

Undang—undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang
Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat ( Berita Negara RI Tahun 1950 ) j

Undang—undang Nomor 35 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pesmerintahan Di Daerah ( LN RI
Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Tahun 1974 Nomor
3037 Y 3 T

4Undang~undang Nomor B Tahun 1974 tentang

Pokok—pokok Kepegawaian { LN RI Tahun 1974
Nomor 55, TLM RI Nomor 3041 ) ;

Undang—undang Nomor 4 Tabhun 1992 tentané
Perumahan dan Permukiman { LN RI Tahun 1992
Nomor 25, TLK RI Nomor 34&% ) 3

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang ( LN RI Tahun 1992 Nomor 115,
TL RI Momor 3501 3 j

Peraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan Dalam Bidang Peksrjaan Umnuem Kepads
Daerah { LN RI Tahun 1987 Nomor 25, TLN RI
Tahun 1987 Nomor 3I3I53 ) §

7. PEraturan cececceeenas 3



10.

11.

13.

Peraturan Pemerintah Nemor &6 Tahun 1988
tentang Hoordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal Di Daerah ( LN RI Tahun 1288 Nomor
10, TLN RI Tahun 1988 Nomor 3373 ) ;

Peraturan Pemerintah HNomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan, Otonomi Daerah
Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat I1
( LN RI Tahun 1992 Nomaor 77, TN RI  Tahun
1992 Momor J4B7 ) 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan
Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada
Pemerintah Daerah j

Peraturan Menteri Pekerjaan tmum Nomar
57/PRT/?1 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II 3

Keputusan HMenteri Dalam Negeri Nomaor 39
Tahun 1992 tentang Pedoman Drganisasi Dinas
Daeran 3

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1923 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85
Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan
Daerah dan atau FKeputusan Kepala Daerah
Lewat Tenggang Wakitu Pengesahan 3

14. KepubtusSan cceeencsccace 4



14. Keputusan Menteri Dalam‘ Negeri Nomor 80
Tahun 1994 tentang Padoman Orgznisasi dan
Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjzan Umum
Daerah

15. Peraturan DRaerah Yabupaten Daerah Tingkat 11
Majalengka Nomor 14 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Dinas Tata  Ruang Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Majalengka.

Dengan Persétuuuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{abupaten Daerah Tingkat II Majalengka
MEMUTUSEAN

HMenstapkan @

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERIA

DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

MATALENSKA.

EBAB I .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

&. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Majalengka ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka $

€ Bupati ececeevecnnecan 5



Bupati Kepala Daerah adélah Bupati ¥Kepalsa
Dasrah Tingkat 11X Majalengka ;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
tentang Drganisasi dan Tzta Kerja Dinas Tata
Ruang ; :

Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten
Daerah Tingkat II Majaleagka ;

‘epala Dinas adalah Kepaia Dinas Tata Ruang
labupaten Daerah Tingkat IT Majalengka.

Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas
Tata Ruang yang melaksanakan semua kegiataa
dan fungsi Dinas di satu " Wilayah Kecamatan
atau beberapz Wilayah Kecamatan di Lingkungan
Pamerintah Kabupaten Daerah Tingkat i1
Majalengka 3 '

Unit Pelaksana Teknis Dinas adaiah Unsur
Pelaksana Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka yang melakukan sebagian
tugas operasional tertentu Dinas di lapangan
dan selanjutnya disebut UPTD H :

Kelompok Jabatan Funggianél adalah Pegawai

"Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan-

hak secara penuh oleh Pajabat yang bherwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengaa profesinya dalam rangka kelancaran
tugas Pemerintah. "

BAB IT v.vvvrennenncne. &
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BAB 11
KEDUDUKAN, TUBAS FDKDR;DAN FUNGSIE
Bagian Pehta&a
Kedudukén_f
Pasal 2

(1} Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintahn
Daerah di Bidang Tata Ruang.

(2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas
- yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokak
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas | pokalk melaksanakan
sebagian wurusan rumah tangga Daerah di Bidang
Tata Ruang dan tugas pembantuan yvang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk wmelaksanakan tugas pokok tersebut pada
pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas memnpunyai

fungsi =

a. Pelaksanaan v..ceee.n. 7



2.

Felaksanaan operasional dibidanag Tata Ruang
yang meliputi perencanaan Tata Ruang,
penyusunan program dan pengelolaan perijinan
berdasarkan kebi jaksanzan Bupati epala
Daerahs

Panyelenggaraan pelayanan teknis  adminis—
tratif ketatausahaan, keuangan dan kepega—
waian serta penyusunan rencana dan program
kegiatan Dinas.
BAB I1I
OREGANISASI
Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 3

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

2.

b.

Pimpinan adalah Kepala Dinas j

Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata
Usahay

Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD

serta Kelompok Jabatan Fungsionail.

Bagian c.eccecccnancnnns B



Bagian Kedua
Susuhan Grgan;sasi
Pasal & |
(1} Organisasi Dinas terdiri atas =
a. Kepala Dinas 3
b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. thrusan Umum 3
2. Urusan Kepegamaian';
3. Urusan ¥euangan.

c. Seksi Perencanaan Tata Ruang, membawah-—
kan =

1. Bub Seksi Survey dan Pemataan j

2. 8S8ub Seksi Panvusunan Rencana Tata
Ruang 3 '

3. SBub Seksi Pesmantauan, Evaluasi dan
Dokumentasi.

d. Seksi Penyusunan Program, membawahkan :
1. Sub Seksi Penyiapan Program 3§

2. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan j

3. Sub MWk W R E R R R Y RE N EEw 9



3. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan
Dokumentasi.

e. Seksi Perijinan, membawahkan z

1. Sub Seksi Registrasi

.

2. Sub Beksi Fengukuran H

3. Sub Seksi Pengelolaan Perijinan.
f. Eabang Dinas 3
. UFP T D.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahn
ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragra¥t 1
iepala Dinas
Pasal 7
‘Kepala Dinas mempunyai tugas pakok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah
di Bidang Tata Ruang serta tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 ..icccccancan. 10
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Paragraf'Z{
Sub Bagian Tata_Usaha

Fasal B
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan Urusan Umum, Urusan
Kepegawaian dan Urusan Keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelalaan urusan umum dan
perlengkapan 3

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepega~—
waian 3

c. Pelaksanzan pengelolaan urusan keuangan.
Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan ¢

2. Urusan Umum ;3

b. Urusan Kepegawzian

<. Urusan Keuangan.

Pasal 9
Urusan Umum mempunyéi tugas pokok
melaksanakan pemgelaliaan urusan surat
menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah
tangga, administrasi perjalanan dinas,

perlengkapan .cesesvacesaa 11
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perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta
inventarisasinya.

Untuik menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Pasal
ini, Urusan Umum mempunyai fungsi s

a. Pelaksanaan urusan surat meayurat,
penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan
dan administrasi perjalanan dinas 3

b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeli-
haraan kantor dan inventarisasi.

Pasal 10

Urusan kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpus—
takaan.

Untuk aenyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi =

a. Penyiapan bahan penyusunan rencans
mutasi, digsiplin dan pengembangan
pegawsi 3 '

b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan
ketatalaksanaan j

‘€. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan
perpustakaan serta hubungan masyarakat.

Pasal 11 ..uieeecnancenans 172
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Pasal i1

Urusan Kauangan MRmpUnya i tugas pokak
melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan.

Untuk menyaienggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Urusan Keuangan mempunyat fungsi =

a. Penyiapan batan panyusunan rencana
fnggaran Dinas 3

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan Tata Ruaag

Pasal 12
Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas
pokck meliaksanakan penyusunan petunjuk
teknis survey dan pemetaan, perencanaan Tata
Ruang peamantauan dan. evaluasi serta

dokumentasi .

Untulk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Pasal
ini, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai
fungsi @

a. Pelaksanaan panyusunan petunjuk teknis
survey dan pemantauan g

b. Pelaksanaan ssensamannse 13
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(1)

b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Tata
Ruang Wilayah g

€. Pelaksanaan dan penyusunan petunjulk
teknis pemantauvan, svaluasi dan dokumen—
tasi.

Seksi Perencanazan Tata Ruang membawahkan @
a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan j
b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang.

c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan
Dokumentasi.

Pasal 13

Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai
tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis survey dan pemetaan dalam
rangka perencanaan Tata Ruang.

Untulk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai
fungsi = ‘ :

a. Pengumpulan dan pengelolaan data hasil
survey dan pemetaan perkembangan Tata
Ruang 3

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan survey dan pemetaan dalam
rangka perencanaan Tata Ruang.

Pasal 14 cevececncann. 14
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Pasal 14

Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang
mempunyai tugas pokok  mempersiapkan bahan

penyusunan perencanaan tata ruang dan
wilayah. ' ~ :

Untuk menyelenggarakan tugas pokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
iniy, Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata

Ruang mempunyai fungsi @

a. Pengumpuian dan ﬁéngelolaan serta
evaluasi data perktembangan perencanaan
tata ruang dan wilayah

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan
tata ruang dan wilayah.

Pasal 15

Sub Seksi Pemantauan, Evaiuasi dan Dokumen-—
tasi mempunyai tugas pokak mempersiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan
avaluasi dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-~
marna dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi
mempunyail fungsi : :

a. Pengumpulan dan pengolahan data
pelaksanaan Tata Ruang ;

b. Penyiapan c.vcneeeen. 15
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Penyiapan bahan petuﬁjuk teknis kegiatan
pemantauan, evaluasi dan  dokumentasi
pelaksanaan Tata Ruang.

Paragraf 4

Seksi Penyusunan Program

Pasal 1& -

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas
pokal: melaksanakan  kegiatan penyiapan
program, perencanaan pembiayaan, pemantauvan
dan evaluasi serta dokumentasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokalk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Seksi Penyusunan Program mempunya i
fungsi =

a].

Pelaksanaan dan peﬁyusunan petunjuk
teknis kegiatan panyiapan program
pembangunan prasarana dan sarana dasar H

Pelaksanaan dan penyusunan patunjuk
teknis kegiatan perencanaan pembiavaan
pembangunan prasarana ‘dan sarana dasar ;

Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi program pembangunan prasarana
dan sarana dasar.

(3} Seksi penyusunah program}'membawahkan H

|.

Sub Seksi Penyiapan Program ;

b- Sub L NN N R RN 16
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b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan g

€. Bub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Doku—
mentasi.

Pasal 17

Sub Seksi Penyiapan Program mempunyai tugas
pokok mempersiapkan bahan penyusunan program
pemnbangunan grasarana dan sarana dasar.

Untuk menyvelenggarakan tugas polkok
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) Pasal
ini, EBub Seksi Penyiapan Program mempunvai
fungsi s ‘

a. Pengumpulan dan pengolahan dafa dalam
rangka penyiapan grogram pembangunan $

b. Penyiapan bahan penyusunan program
peabangunan prasarana dan sarana dasar.

Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan FPembiavaan eempunvai
tugas pokok mempersiapkan bahan CpeEnyusunan
rencana pembiayaan program = pembangunan
prasarana dan sarana dasar.

Untulk menyslenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal
i Sub Saksi Perencanaan Pembiayaan

menpunyal fungsi @

a. Pengumpulan dan pengolahan data rencana
pembiayaan program pembangunan j

b. Pényiapan cencananns 17
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b. Fenyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan
pembiayaan program pembangunan prasarana
dan sarana dasar.

Pasal 19
Sub Seksi Pemantauvan, Evaluasi dan Dokumen—

tasi wmempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan

‘pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pragram

pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
manz dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi
mempunyai fungsi :

a. Fengumpulan dan ~pengolahan data hasil
pemantauan dan evaluasi serta daokumen—
tasi g

b. Penyiapan bahan dan penvusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan
dan evaluasi serta dokumentasi.

Paragraf 5

Seksi Perijiinan

Pasal 20
Seksi Perijinan mempunyai tugas ' pokok
melaksanakan penyusunan petunjulk teknis

registrasi, pengukuran dan pengalahan
perijinan. .

(2) URtuk eencenvenena.. 1B
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(2)

Untuk menyelenggarakan tugas pokol:
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) Pasal
ini, Seksi Perijinan mempunyai fungsi =

a. Pelaksanaan dan pPenyusunan petunjuk
teknis kegiatan registrasi perijinan 3

b. Pelaksanaan dan  penyusunan petun juk
teknis kegiatan pengukuran dan pemataan
situasi 3

€. Pelaksanaan pengelolaan perijinan.

Seksi Perijinan membawahkan z

a. Sub Seksi Registrasi g

b. Sub Seksi Pengukuran

.

€. Sub Seksi Pengelolaan Perijinan.
Pasal 21

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas pokeok
meapersiapkan bahan panyusunan petun juk
teknis pelaksanaan kegiatan registrasi
perijinan.

. ,
Untulk menvelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Registrasi’ mempumyai fungsi @
a. Pengumpulan dan pengalahan data pengajuan

perijinan j;

b. Penyispan eeeeensse.. 19
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b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan registrasi
perijinan g ’

Pasal 27

Sub Seksi Pengukuran @empunyai tugas pokak

mempersiapkan bahan penyvusunan patunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan penqukuran.

Untulk menyelenggarakan' tugas pokok
saebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Pengukuban-mempunyai fungsi =

&. Pengumpulan dan pengolahan data penga juan
perijinan j : .

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan registrasi
perijinan.

Pasal 23
Sub Seksi Pengelolaan Perijinan mempunyai

tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan
pengelolaan perijinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, Sub Seksi Pengelolaan Perijinan

mempunyai fungsi s

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perijinan j -

b. Penyiapan ........ 20



b. Penyiapan bahan pengadministrasian per-
ijinan.
Paragrat &
Cabang Dinas
Pasal 24
Pembentukan, 0Oraanisasi dan Tata Kerja ‘Cabang
Dinas serta pengaturan Iebih lanjut akan
ditetapkan dengan Peraturan Parundang—undangan
tersendiri setelah mendapat persetujuan Henteri
Dalam Negeri.
Paragra+$ 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 225
Pembentukan, fOrganisasi dan Tata Kerja UPTD
serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan tersendiri
setelah memenuhi kriteriaz yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
Paragqraf 8
Kelampok Jabatan Fungsional
Pasal 26
{1) Kelompagk Tabatan Fungsional mempunyai tugas
pokeolk melaksanakan sebagian kegiatan Dinas

secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

{(2) ¥elompok ...eve-e.. 21



(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam
melaksanakan tugas pokaknya bertanggung jawab
kepada Bupati. Kepala Daerah. ~

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal
26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam
lenjang Jabatan fungsional yang terbagi
dalam herbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1 Pasal
ini, dipimpin oleh se2orang tenaga fungsional
senior vang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada di Lingkungan Dinas.

{2t Jumlah Jabaztan Fungainqalvtersebut pada ayat
(1Y Pasal ini, ditentukan sifat, jenis,
kebutuhan dan beban kerja.

{4} Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional
tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur
sesuai dengan Peraturan  Perundang-undangan
yang berilaku.

BAB 1V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 285

(1} Hal-hal vyang menjadi tugas pokok Dinas
merupakan satu kesatuan vang satu sama lain

tidak dapat dipisahkan.

(2) PelaksSanaanm ...eeeo. 22
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Pelaksanaan Fungsi Dinas sebagai Pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang Tata Ruang
kegiatan operasionalnya diselenggarakan aleh
Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang
masing-masing.

Kepala Dinas baik teknis operasional maupun
teknis administratif berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
dan dalam melaksanakan tugas pokaoknya
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan
instansi lain yang berkaitan dengan
Tungsinva.

Setiap pimpinan satuan organisasi di
Lingkunnan Dinas, dalam melaksanakan - tugas-—
nya walib menetapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di
Lingkungan Dinas, waiib memimpin dan
memberikan bimbingan serta paetunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 29

Kepala Dinas wajib memberikan laporan
tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur,
jelas serta tepat pada  waktunya kepada
Bupati Kepala Daerah.

Satiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan

meaatuhi (... ieaaal.. 23
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meama tuhi petunjuk dan' bertanggungjawab
kaepada atasannya masing-masing serta
memberikan laporan tepat'pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima cleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.
Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan
perundang—-undangan yang berliaku.

Bagian Ketigé

Hal Mewakili

Pasal 30
Daiam hal Kepala Dinas berhalangan, maka
Kepala PDinas dapat mecunjuk {epala Sub
Bagian Tatz Usaha.
Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha
berhalangan, maka Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas
dan kepangkatannya.
BAB V
KEPEBAWATILIAN
Pasal 31

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

BUBEBPAUT (rcceeceancnncnce 24



Gubernur Hepala Dasrah Tingkat I Jawas Barat
atas usul Bupati Kepala Daerah.

.~
tJ
-

Fepalsa inas berkewajiban dan bertanggung—
jawab dalam mempersiapkan hahan rancangan
kabi jaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang
Kepegawaian.

{(3? Pejabat-peiabat di Lingkungan D¢ nas diangkat
- dan diberhentikan oleh Pejsbat vang ber-
wanang sesuai dengan Peraturan Perundang—
undangan yang berlaku.
BAaB VI
PEMBIAY AAN
Pasal 32
Pembiavaan Dinas berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanjz Daerah Kabupat=n Daerah
Tingkat II Majalengkz dan penerimaan sumber lain
vang sah.
BAB V11X
KETENTUAN PERLITUP
Pasal 33
Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai peiaksanaannya,

akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupatx
¥epala Daerah. -

Pasal 34 ....cnenvnancncs 25



Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
‘diundangkan. )

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Baarah Tingkat Il Majalengka.

Ditetapkan di : Hajalengka.
Pada tanggal ¢ 23 Pebruari 1998

DERAN PERMAKILAM RAKYAT DAERAH EUPATI KEPALA DAERAM TINGKAT 11
KABUPATEN DAERAM TINSKAT 11 © . MAJALENGKA
MATALENGHA -
- ¥etua,
Cap. t.t.d Cap. t.t.d
Drs. H.H. KOSASIM SUSTANTD, . Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya Nomor 188 .342/8K . 834 -Hul: /1998
tanagal 23 Juni 1998, o

Diundafigkan .ovecceeeeen. 26
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka, tanggal 3IO0 Juni
1998 Nomor 8 Tahun 1998 Seri D.

FFEerreTar1s -WrlavaH/DAERAH 4

S
Prs. H. SOFY M SAFARI HAMIM.

Pembina Tingkat 1
NIP. 010 054 107
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STRUKTUR ORGANISASI DN TATA KERTA DINAS TATA RN LAWPIRAN : PERATURMN  DAERAH FABUPATEN DAERAH TIMGKAT i
KABUPATEN DAERAH TINGHAT 11 WAJALENGKA MATALENEKA, o -

Nomor ¢ 15 Tahun 1998

Tanggal ¢ 23 Pebruari 1998

Tentang ¢ ORGAMISAST DAN TATA HERIA  DINS
TATA RUAND KABUPATEM DAERAH TINBKAT 1I

HATALENEKA.
1 KEPALA DINAS |
]
‘ S BASIAN |
THTA USH
RSN ! Cwsw} o mew )
T 1| KEPEGAMALAN | | KENAR
§ [ P i
KELDPOK ® | el EE |
JABATAN FUNG- PERENCANAAN  TATA | PENYUSUNAN PROGRAN) |  PERIIING
SINAL RS ] :
| ] _
| i) ! x
SUB SEKST . SUB SEKSI PE- 5B SEKS] |
o PEAETAR, P PN LGPAN PROGRAM] || REGISTRASE
SUB SEXSI | s sexst peREn -
t || RENCANR TAT CANNM PENBIAYA{ | |SUB SEKSI PE
T .m NLKURAN. -
5B SEXSI PENM- §0B SEKSI PE - | | ISUB SEKSI PE}
| i, EvALURST wartan, Evi- | | necLoua
DAt DOKLPENTASI LUASTTAST DA PERIIIN
DOMENTASL.
! ' T
DEW PERWKILAN RAKYAT INERAH . | | L ,
KABUPATEN DVERMM TINGHAT I1 MAJALDMGKA | o6 DINS |! 4PTD | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
‘ | ‘. b MATALENGKA
Ketua, E
Cap. t.td & SERETRIS VILAHYDIERM K Lp. htd

Drs. H.M KOSASIH SUBIRMTD. Drs. B. ADAM HIDAYAT, EH,

Pesbing TH.1
NIP. 010 054 107
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